BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dan didukung dengan teori-

teori yang dijadikan landasan dalam memahami permasalahan-permasalahan,

maka kesimpulan penulis adalah sebagai berikut:

1.

Pelaksanaan transaksi pulpulan adalah dari hasil tangkapan ikan itu
sebagian dibayar untuk melunasi kepemilikan kapal kepada pemilik
modal. Dalam transaksi pulpulan ini kepemilikan kapal akan menjadi
milik kedua belah pihak jika nelayan telah melunasi harga kapal tersebut.
Tetapi, kepemilikan kapal akan tetap menjadi milik pemilik kapal selama
kapal tersebut belum dilunasi oleh nelayan. Penentuan besaran angsuran
dan batasan waktu (jatuh tempo) dalam transaksi pulpulan ini kedua
belah pihak tidak menentukan jangka waktu angsuran. Adapun mengenai
besaran angsuran atau membayar ujrah tangkapan nelayan telah
ditentukan dari awal, dengan cara nelayan mendatangi ke rumah pemilik
kapal. Pemilik kapal dan nelayan melakukan negosiasi terhadap
pembagian hasil tangkapan ikan. Hasil penjualan keseluruhan pada masa
kerja belum terlunasi, maka hasil penjualan tersebut dibagi rata antara
pemilik kapal dan nelayan. Sedangkan, sesudah pelunasan besaran

angsuran atau membayar ujrah tidak lagi sama dengan tahapan ketika
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pada masa kerja terdahulu. Dimana hasil tangkapan ikan akan dibagi
dengan porsi porsi % untuk nelayan dan % untuk pemilik kapal. Pada saat
kerugian, yang bertanggung jawab atas transaksi pulpulan saat kerugian
terjadi sebelum pelunasan kapal adalah menggunakan sebagian uang
angsuran yang sudah diberikan kepada pemilik kapal. Jika terjadi
kerusakan sendiri (dikarenakan barang yang sudah rapuh) dan sudah
melakukan pelunasan kapal maka kedua belah pihaklah yang saling
menanggung kerugian dari barang yang dimaksudkannya.

Dalam transaksi pulpulan antara pemilik kapal dan nelayan di Desa Paloh
Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, tidak sesuai dengan hukum
Islam karena dari segi syarat sahnya 7jarah atau jjarah muntahiyah bit-
Tamlik adanya keridlaan dari kedua belah pihak yang akad walaupun
secara ucapan kedua belah pihak menyatakan kerelaannya namun dalam
pelaksanaannya terdapat ketidakadilan bagi pihak nelayan yakni dalam
hal kepemilikan objek 7arah. Dalam FATWA DSN No. 27/DSN-
MUVI/III/2002 tentang ijarah muntahiyah bit-Tamliik bahwa kepemilikan
objek harusnya berpindah melalui jual beli atau pemberian yang hanya
dapat dilakukan setelah masa 7jarah selesai. Dalam praktik pulpu/an hal
itu tidak dijalankan melainkan akhir dari 7jarah, objek tersebut menjadi

kepemilikan bersama.
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B. Saran

1.

Sebaiknya jika pemilik modal tetap ingin mendapatkan bagian (nisbah)
akadnya perlu diperbaharui dengan menggunakan akad mudarabah atau
musharakah, agar transaksi pulpulan ini mencapai kesepakatan antara
kedua belah pihak tanpa adanya keterpaksaan dari salah satu pihak.

Selayaknya setiap aktifitas di semua bidang ekonomi, politik, sosial, dan
budaya dilaksanakan melalui koridor ajaran-ajaran agama Islam untuk

membangun kualitas sumber daya manusia.
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